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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara Kredit Pemilikan 
Rumah dan pertimbangan Hakim dalam menentukan Pembuktian serta menentukan Putusan 
pada perkara Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara di Pengadilan Negeri 
Surakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif karena yang diteliti adalah 
aspek-aspek hukum, asas dalam hukum, dan kaidah hukum mengenai proses penyelesaian 
perkara kredit pemilikan rumah di Bank Tabungan Negara. Penelitian ini bersifat deskriptif 
karena menggambarkan, mendeskripsikan dan atau menyusun secara sistematis dan 
menyeluruh tentang proses penyelesaian perkara kredit pemilikan rumah di Bank Tabungan 
Negara yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Sumber data terdiri dari data sekunder meliputi 
bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data primer yaitu hasil wawancara. 
Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), setelah 
data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
proses penyelesaian perkara melalui pemeriksaan, dimana Majelis Hakim memutuskan dalam 
perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak atau tidak 
menerima selain dan selebihnya. Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian 
berdasarkan dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka Para 
Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana dalam pasal 1238 KUHPerdata. 
Sedangkan pertimbangan Hakim dalam menentukan Putusan karena Penggugat mampu 
membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim memberikan putusan yakni 
mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 
sertifikat Perumahan Nilasari kepada Penggugat tanpa syarat apapun, menghukum Tergugat II 
untuk membantu proses peralihan hak atas Sertifikat Perumahan Nilasari kepada Penggugat, 
menghukum  Para Tergugat untuk membayar  biaya perkara sebesar Rp. 1.081.000,- (satu juta 
delapan puluh satu ribu rupiah) dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. 
 
Kata kunci: penyelesaian perkara, kredit kepemilikan rumah, BTN 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the process of settling the case of Home Ownership Credit and 
judge's consideration in determining the verification and determining the Decision on the case 
of Housing Loans at the State Savings Bank in the Surakarta District Court. The research 
method used the normative approach because the studied are the legal aspects, the principle in 
law, and the legal rules concerning the process of settlement of the mortgage loan case in 
Bank Tabungan Negara. This research is descriptive because it describes, describes and or 
arranges systematically and comprehensively about settlement process of house ownership 
credit in Bank Tabungan Negara submitted to District Court. The data sources consist of 
secondary data covering primary, secondary and tertiary law material, while primary data is 
interview result. Methods of data collection through literature study and field study 
(interview), after the data collected and then analyzed qualitatively. The results show that the 
process of settling the case through the examination, in which the Panel of Judges decides in 
this case to grant plaintiff's claim in part and refuse or not to accept other than and the rest. 
Judge's consideration in determining the evidence based on the arguments that have been 
proven by the Plaintiff and the Defendants, the Defendants have been declared as default in 
Article 1238 of the Civil Code. While the Judge's consideration in determining the Verdict 
due to the Plaintiff is able to prove the arguments of the lawsuit, the Panel of Judges gives the 
decision to grant the Plaintiff's claim in part, to punish the Defendant I to submit the Nilasari 
Housing Certificate to the Plaintiff without any condition, to punish the Defendant II to assist 
the transfer of right The Nilasari Housing Certificate to the Plaintiff, punishes the Defendants 
to pay a court fee of Rp. 1,081,000 (one million eighty one thousand rupiah) and refused the 
Plaintiff's claim other than and beyond. 
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1. PENDAHULUAN 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 
tentang Perumahan dan Pemukiman yang mendefinisikan bahwa:  “Rumah adalah 
bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana 
pembinaan keluarga.”1 Seperti yang kita ketahui harga tanah atau rumah semakin 
hari tidaklah menurun justru semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin 
hari manusia semakin bertambah sedangkan luas tanah tetap, sehingga persaingan 
untuk memiliki tempat tinggal sangatlah ketat dan hal tersebut memicu 
meningkatnya harga tanah atau rumah. Harga rumah yang mahal menimbulkan 
masalah yang serius mengingat rumah merupakan dalam golongan kebutuhan 
primer manusia yang bagaimanapun caranya manusia harus memiliki rumah untuk 
bertempat tinggal. 
Dengan adanya masalah harga rumah yang mahal menyebabkan 
munculnya berbagai badan usaha yang bertujuan untuk mempermudah manusia 
dalam memperoleh tempat tinggal. Salah satu contoh badan usaha tersebut yaitu 
Bank Tabungan Negara (BTN). BTN merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 
bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan, BTN memiliki banyak program-
program yang bertujuan menarik nasabah untuk ikut dalam program-program 
tersebut. Salah satunya yaitu program Kredit Pemilikan Rumah (KPR). KPR 
didefinisikan sebagai kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur yang 
digunakan untuk membeli atau membayar sebuah bangunan rumah tinggal dengan 
tanahnya guna dimiliki atau dihuni. 
Lembaga Keuangan Bank (Bank Financial Institution) adalah badan usaha 
yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari 




Menurut O.P. Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha 
lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun 
pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri maupun dengan dana 
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Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan 
Pembiayaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 17. 
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yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat 
pembayaran baru berupa uang.
3
 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan produk perbankan atas 
pembiayaan pembelian rumah yang ready stock / indent, pembangunan diatas 
lahan/kavling yang dimiliki dan renovasi rumah. Jenis KPR tidak hanya 
mencakup rumah tinggal saja tetapi juga bisa berupa rumah toko (ruko), rumah 
kantor (rukan), apartemen, dan rumah susun (rusun).
4
 
Sebelum melakukan perjanjian, Bank di dalam memberikan kredit 
pemilikan rumah harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap nasabah yang 
akan mengajukan permohonan kredit pemilikan rumah, agar kredit yang diberikan 
oleh bank adalah kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet.
5
 
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari sini diketahui, bahwa 
pemberian kredit bank merupakan suatu perjanjian antara bank dengan konsumen 
selaku peminjam dana di dalam perjanjian kredit pemilikan rumah. Perjanjian 




Tujuan adanya kredit pemilikan rumah yakni membantu para nasabah 
yang ingin memiliki rumah tetapi tidak mempunyai uang secara cash atau tunai 
dalam jumlah yang banyak. BTN lebih menekankan pada pembelian tempat 
tinggal atau rumah karena rumah merupakan salah satu dari kebutuhan primer 
yang mempunyai sifat harus dimiliki oleh setiap orang.  
Ada dua jenis KPR di dalam BTN yaitu KPR BTN Platinum dan KPR 
BTN Subsidi. KPR BTN Platinum yaitu kredit pemilikan rumah dari bank BTN 
untuk keperluan pembelian rumah dari developer ataupun non developer, baik 
untuk pembelian rumah baru atau second, pembelian rumah belum jadi (indent) 
maupun take over kredit dari bank lain. KPR BTN Subsidi adalah kredit 
                                                             
3
O.P. Simorangkir, 1998, Seluk Beluk Bank Komersial, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hal. 10. 
4
Wirahadi Prasetyono, 2013, Cara Mudah Mengurus Surat Tanah dan Rumah, Jogjakarta: 
FlashBooks, hal. 250. 
5
Munir Fuady, 1995, Hukum Tentang Pembiayaan dan Praktik, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
hal. 64. 
6
Ibid., hal. 271. 
4 
kepemilikan rumah program kerja sama dengan kementerian pekerjaan umum dan 
perumahan rakyat dengan suku bunga rendah, cicilan ringan, dan tetap sepanjang 




Melihat jenis beserta kelebihan yang ditawarkan oleh program KPR BTN 
membuat banyak orang tertarik untuk melakukan pengajuan kredit rumah.Banyak 
yang berhasil sampai lunas dan ada juga sebagian yang terdapat masalah di dalam 
proses pengkreditannya. Untuk mengajukan kredit rumah KPR BTN haruslah 
dengan perjanjian kredit yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
8
 Akibatnya, munculah 
hukum suatu perjanjian yang pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum 
dari suatu perikatan yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan 
kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk daripada akibat hukum suatu 
kontrak sebagaimana Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. 
Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak ataupun kewajiban dalam 
perjanjian atau perikatan secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut 
melalui pengadilan. Seperti halnya dalam perkara KPR BTN ini yaitu tanah dan 
rumah yang menjadi objek sengketa terletak di perumahan Nilasari Jl. Cucak 
Rowo No.76, Kel. Gonilan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dengan luas tanah ± 
144 m
2 
mempunyai masalah yakni Penggugat (debitur baru) dalam hal ini 
merupakan penerus dari debitur lama, karena debitur lama yang dulu melakukan 
pengajuan kredit terhadap BTN telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 
1984. Sepeninggal debitur lama tanah dan rumah dijual oleh paman si debitur 
lama yang ditunjuk oleh ibu kandung si debitur lama, yang telah dibuktikan 
dengan kwitansi transaksi jual-beli antara paman si debitur lama selaku kuasa 
penjual dengan penggugat selaku pembeli pada tanggal 5 Mei 1985, dengan 
perjanjian penggugat selaku pembeli berkewajiban meneruskan angsuran debitur 
membayar cicilan atau angsuran kredit di bank tabungan negara (BTN) cabang 
Surakarta sampai dengan lunas (selesai). 
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Setelah rumah diangsur oleh penggugat hingga lunas, ternyata pihak bank 
BTN (tergugat 1) tidak menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada penggugat 
dengan alasan yang seharusnya mengambil sertifikat adalah debitur lama atau ahli 
warisnya. Dengan hal ini penggugat merasa dirugikan karena pihak bank BTN 
tidak memenuhi haknya untuk menyerahkan sertifikat rumah, mengingat debitur 
lama, pamannya dan ibu kandungnya sudah meninggal dunia serta keberadaan 
para ahli warisnya sudah tidak diketahui lagi. Dalam kondisi yang demikian 
tersebut penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui mengetahui proses penyelesaian perkara Kredit 
Pemilikan Rumah dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan 
Pembuktian pada perkara Kredit Pemilikan Rumah serta untuk mengetahui 
pertimbangan Hakim dalam menentukan Putusan pada perkara Kredit Pemilikan 
Rumah di Bank Tabungan Negara di Pengadilan Negeri Surakarta. Adapun 
manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: (1) Bagi Penulis, untuk 
dijadikan wahana bagi penulis dalam mengembangkan penalaran, pola pikir 
dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 
hukum khususnya dalam proses penyelesaian perkara kredit pemilikan rumah di 
Bank Tabungan Negara di Pengadilan Negeri; (2) Bagi Masyarakat, dapat 
membantu serta memberikan tambahan pengetahuan terhadap masyarakat tentang 
proses penyelesaian perkara kredit pemilikan rumah di Bank Tabungan Negara di 
Pengadilan Negeri, sehingga bisa berguna untuk memberikan jawaban atas 
pertanyaan yang timbul dalam masyarakat; dan (3) Bagi Ilmu Pengetahuan, agar 
memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di 
bidang hukum perdata pada umumnya dan khususnya mengenai proses 
penyelesaian perkara kredit pemilikan rumah di Bank Tabungan Negara di 




Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif karena yang diteliti 
adalah aspek-aspek hukum, asas dalam hukum, dan kaidah hukum mengenai 
proses penyelesaian perkara kredit pemilikan rumah di Bank Tabungan Negara. 
Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan, mendeskripsikan dan 
atau menyusun secara sistematis dan menyeluruh tentang proses penyelesaian 
6 
perkara kredit pemilikan rumah di Bank Tabungan Negara yang diajukan ke 
Pengadilan Negeri. Sumber data terdiri dari data sekunder meliputi bahan hukum 
primer, sekunder dan tersier, sedangkan data primer yaitu hasil wawancara. 
Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan 
mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Putusan 
Nomor: 162/Pdt.G/2016/PN.Skt. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 
dalam perkara antara:Ir. SOENARYO, tempat lahir Klaten 19 November 1938, 
jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan 
Pensiunan, Pendidikan S-1, Alamat Jl. Perdatam V/6 Ulujami RT.010 RW.009, 
Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini 
memberikan kuasa kepada: Choirin Nur Wisudarto, Pegawai Negeri Sipil, Alamat 
Jl. Deposito 22 Nilasari RT.001 RW.006, Desa Gonilan, Kecamatan Kartosuro, 
Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Mei 2016 dan 
Penetapan Kuasa Insidentil tertanggal 28 Juli 2016, selanjutnya disebut 
PENGGUGAT, Melawan (1) Bank Tabungan Negara (BTN) Pusat Jakarta cq. 
Kanwil Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Jawa Tengah cq. Bank Tabungan 
Negara (BTN) Cabang Surakarta, Alamat: Jalan Slamet Riyadi No. 282 Surakarta, 
selanjutnya disebut Tergugat I; (2) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kabupaten Sukoharjo, Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 310, Kabupaten Sukoharjo, 
selanjutnya disebut Tergugat II. 
3.1 Proses Penyelesaian Perkara Kredit Pemilikan Rumah di Bank 
Tabungan Negara 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di 
Pengadilan Negeri Surakarta, dengan melakukan wawancara terhadap salah satu 
Hakim yang bernama Bapak M. Daru Hermawan, SH. beliau mengatakan bahwa 
proses penyelesaian perkara kredit pemilikan rumah di Bank Tabungan Negara ini 
adalah termasuk dalam kategori perkara perdata yakni wanprestasi, wanprestasi 
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merupakan tidak terlaksananya atau tidak terpenuhinya prestasi di dalam 
perjanjian antara para pihak.
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Proses penyelesaian perkara masuk ke Pengadilan pertama kali 
mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Perdata, lalu gugatan tersebut diproses 
dahulu di bagian Panitera Perdata yaitu mulai dari membayar panjar biaya 
perkara, penetapan nomor register perkara, lalu setelah itu disampaikan ke Ketua 
Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menetapkan formasi Majelis Hakim, 
selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan melalui 
Panitera agar pihak Penggugat dan Tergugat dipanggil sesuai dengan hari sidang 
yang telah ditetapkan. 
Setelah mendapat Register Perkara dilanjutkan proses pemeriksaan perkara 
kredit pemilikan rumah dimulai dari melakukan pengecekan terhadap identitas 
Penggugat kepada Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara yang diajukan. 
Pada hari sidang yang telah ditentukan Majelis Hakim telah mengusahakan 
terjadinya perdamaian tetapi berdasarkan pada laporan dari Mediator ternyata Para 
Pihak gagal untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Karena usaha perdamaian 
(mediasi) gagal, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap yang kedua 
yaitu pembacaan surat gugatan. Dalam pembacaan gugatan, Penggugat 
mengajukan dalil-dalil gugatan yang intinya menuntut kepada Tergugat I untuk 
melaksanakan kewajibannya yaitu segera menyerahkan sertifikat tanah ataupun 
rumah KPR BTN Perumahan Nilasari milik Penggugat dan menuntut kepada 
Tergugat II untuk membantu proses peralihan hak atas Sertifikat Perumahan 
Nilasari tersebut. Tergugat I tidak melakukan bantahan terhadap gugatan 
Penggugat, sedangkan Tergugat II membantah gugatan Penggugat tetapi dalam 
hal ini Tergugat II tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut. 
Setelah dalam sidang pemeriksaan sudah lengkap, lalu Majelis Hakim 
telah memberikan kesimpulan bahwa Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi 
karena tidak menyerahkan Sertifikat Perumahan Nilasari kepada Penggugat selaku 
pemilik yang sah dan Hakim memutuskan dalam perkara ini mengabulkan 
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gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selain dan 
selebihnya. 
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian pada Perkara 
Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara 
Pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam 
suatu sengketa untuk menguatkan dalil-dalil dari para pihak tersebut. Pembuktian 
ini bertujuan untuk menetapkan hukum diantara kedua belah pihak yang 
menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai 
kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.
11
 
Majelis Hakim dalam mengabulkan suatu gugatan Penggugat 
membutuhkan bukti-bukti yang cukup dari Penggugat. Majelis Hakim telah 
berpedoman pada ketentuan pasal 163 HIR/ 283 RBg yang menentukan siapa 
yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya, maka dalam perkara ini 
Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.
12
 
Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan mengajukan 
dalil-dalil gugatan yang pada intinya: bahwa Penggugat membeli sebuah rumah 
yang masih dalam keadaan kredit (cicilan) kepada Mukmin Nasution selaku 
Kuasa Penjual, rumah atas nama Almh. Chalijah Nasution, SH. dengan 
Pemindahan Hak Atas Rumah cicilan melalui KPR BTN program milik Tergugat 
I, karena rumah tersebut masih dalam keadaan kredit maka Penggugat wajib 
mengangsurnya sampai dengan lunas. Setelah rumah tersebut lunas, ternyata 
Tergugat I mempunyai kewajiban yang belum diserahkan kepada Penggugat yakni 
menyerahkan sertifikat tanah ataupun rumah kepada Penggugat. 
Dalam hal ini, Tergugat I selaku Bank Tabungan Negara tidak 
menyampaikan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil yang disampaikan 
Penggugat dalam Gugatannya, itu berarti bahwa Tergugat I mengakui kebenaran 
Gugatan dari Penggugat. 
Tergugat II telah menyampaikan jawaban/bantahan yaitu pada intinya 
sebagai berikut: Tergugat II menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat 
dalam perjanjian kredit pemilikan rumah di Bank Tabungan Negara yaitu dalam 
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pokok perkara menyatakan bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan 
jelas letak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Badan 
Pertanahan Nasional Sukoharjo. Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim 
untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat yang bersifat spekulatif yakni 
sesuatu yang belum jelas dilakukan oleh Tergugat II. Tetapi dalam hal ini 
Tergugat II tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut. 
Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh 
Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa: 
Pertama, bahwa benar yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah 
mengenai sebidang tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan 
Nilasari Jalan Cucakrowo No. 76, Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartosuro, 
Kabupaten Sukoharjo seluas 144m
2
 yaitu tidak diserahkannya sertifikat tanah / 
rumah tersebut oleh Tergugat I (Bank Tabungan Negara) kepada Penggugat.  
Kedua, bahwa benar rumah tersebut pada awalnya dibeli oleh Almh. 
Chalijah Nasution, SH. dengan cara cicilan kredit dari Bank BTN (Tergugat I). 
Penggugat kemudian membeli tanah tersebut yang masih berstatus kredit dari 
Mukmin Nasution selaku Kuasa Penjual atau Paman dari Almh. Chalijah 
Nasution, SH.  
Ketiga, bahwa benar Penggugat telah membayar angsuran rumah tersebut 
hingga lunas kepada Tergugat I (Bank Tabungan Negara). Setelah cicilan lunas 
dibayar oleh Penggugat ke Tergugat I, seharusnya menurut Penggugat sertifikat 
rumah dimaksud diserahkan kepada Penggugat, namun Tergugat I menolak 
dengan alasan bahwa seharusnya Chalijah Nasution, SH. atau ahli warisnya yang 
berhak atas sertifikat tersebut. Padahal dari bukti P.4 dan P.5 menyatakan bahwa 
Tergugat I mengakui keberadaan Penggugat selaku pihak yang melunasi 
pembayaran cicilan rumah tersebut. 
Keempat, bahwa benar adanya dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh 
Penggugat yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 dapat disimpulkan bahwa telah terjadi 
pemindahan hak atas rumah cicilan BTN (tanah dan rumah in casu) dari Mukmin 
Nasution selaku kuasa keluarga Almh. Chalijah Nasution kepada Penggugat (Ir. 
Soenaryo). 
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Kelima, bahwa benar para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk 
membantah dalil atau bukti Penggugat.Maka atas dasar pembuktian, Tergugat I 
dinyatakan harus menyerahkan  atau mengembalikan sertifikat tanah / rumah 
tersebut dengan dibantu oleh Tergugat II sebagai instansi yang berhak  
untuk mengeluarkan atau mengalihkan hak atas rumah tersebut kepada  
Penggugat. 
3.3 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan atas Perkara Kredit 
Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara 
Pertimbangan hakim merupakan suatu dasar hukum sebelum memutus 
perkara antara para pihak tergugat dan penggugat. Dalam pemeriksaan perkara, 
hakim betul-betul harus bersikap bebas, hati-hati, dan tidak memihak siapapun. 
Hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi yang telah terbukti 
tersebut, sebelum membuat putusan seorang hakim harus mempertimbangkan apa 
yang ada dalam pembuktian melalui alat bukti yang diajukan para pihak yang 
berperkara dan juga hakim harus mendengarkan keterangan para pihak sebab 
seorang hakim tidak boleh hanya mendengarkan salah satu pihak saja tetapi semua 
pihak harus didengarkan keterangannya sehingga hakim dapat menemukan 
kebenaran yang sesungguhnya. Serta hakim harus memperhatikan fakta-fakta 




Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan 
yang memiliki dasar-dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai 




Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas perkara yang 
diperiksa dan diadilinya. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang 
dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum 
adalah suatu alat. Maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah 
pertimbangan hukumnya, sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki 
kekuatan hukum agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi. Majelis Hakim 
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perkara perdata dalam hal ini tidak boleh memutuskan perkara melebihi yang 
dituntut, sebab hakim pada perkara prdata lebih bersifat pasif.
15
 
Berdasarkan kesimpulan pembuktian oleh Majelis Hakim, maka diperoleh 
fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut: Penggugat mampu membuktikan dalil-
dalil gugatannya. Maka selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan-
pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan 
putusan. 
Bahwa yang menjadi pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah 
sebidang tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Nilasari Jalan 
Cucakrowo No. 76, Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten 
Sukoharjo seluas 144m
2
 yaitu tidak diserahkannya sertifikat tanah ataupun rumah 
atas rumah di Perumahan Nilasari tersebut oleh Tergugat I kepada Penggugat. Ini 
menjadi suatu kerugian bagi Penggugat oleh sikap Tergugat tersebut. 
Tergugat telah wanprestasi atau lalai tidak melaksanakan kewajibannya 
yaitu tidak menyerahkan sertifikat tanah ataupun rumah atas rumah di Perumahan 
Nilasari padahal cicilan rumah tersebut telah dilunasi oleh Penggugat dan 
Tergugat I juga telah mengakui keberadaan Penggugat selaku pihak yang 
melunasi pembayaran cicilan rumah tersebut. 
Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian 
maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku 
undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata), maka kepada 
Penggugat dan Tergugat harus menaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian 
kredit pemilikan rumah yang telah disepakati tersebut. 
Mengenai prestasi bagi pihak Penggugat seperti telah dipertimbangkan 
diatas bahwa telah ditemukan fakta hukum yaitu Penggugat telah melunasi cicilan 
atau kredit atas rumah cicilan KPR BTN tersebut sesuai dengan jangka waktu 
yang telah ditentukan, sehingga dengan demikian pihak Penggugat telah 
melaksanakan prestasi atau kewajibannya. 
Selanjutnya mengenai prestasi bagi pihak Tergugat, seperti telah 
dinyatakan diatas bahwa telah terbukti Tergugat belum menyerahkan sertifikat 
tanah ataupun rumah atas rumah di Perumahan Nilasari kepada Penggugat, 
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sehingga dengan demikian pihak Tergugat telah terbukti belum melaksanakan 
prestasi atau kewajibannya dalam perjanjian kredit pemilikan rumah tersebut. 
Oleh karena telah terbuktinya pihak Tergugat belum melaksanakan prestasinya, 
maka pihak Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. 
Karena telah dinyatakan diatas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan 
wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdata) karena belum menyerahkan sertifikat tanah 
ataupun rumah atas rumah di Perumahan Nilasari kepada Penggugat tersebut, dari 
perbuatan Tergugat menimbulkan suatu tanggung jawab hukum untuk 
melaksanakan prestasi/kewajibannya tersebut. 
Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan ini Majelis 
Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat 
untuk sebagian. 2) Menghukum Tergugat I atau siapapun yang telah menguasai 
Sertifikat Perumahan Nilasari Jl. Cucakrowo No. 76, Kelurahan Gonilan, 
Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo tercatat atas nama Chalijah 
Nasution, SH. untuk menyerahkan atau mengembalikan sertifikat tersebut kepada 
Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik, tanpa syarat apapun. 3) 
Menghukum Tergugat II untuk membantu proses peralihan hak atas Sertifikat 
Perumahan Nilasari Jl. Cucakrowo No. 76, Kelurahan Gonilan, Kecamatan 
Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo tercatat atas nama Chalijah Nasution, SH. dari 
pemilik lama (Chalijah Nasution, SH.) kepada Penggugat sebagai Pembeli. 4) 
Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah). 5) Menolak gugatan 




Pertama, Proses Penyelesaian Perkara Kredit Pemilikan Rumah di Bank 
Tabungan Negara. Proses penyelesaian perkara masuk ke Pengadilan pertama kali 
mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Perdata, lalu gugatan tersebut diproses 
dahulu di bagian Panitera Perdata yaitu mulai dari membayar panjar biaya 
perkara, penetapan nomor register perkara, lalu setelah itu disampaikan ke Ketua 
Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menetapkan formasi Majelis Hakim, 
selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan melalui 
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Panitera agar pihak Penggugat dan Tergugat dipanggil sesuai dengan hari sidang 
yang telah ditetapkan. 
Setelah mendapat Register Perkara dilanjutkan proses pemeriksaan perkara 
kredit pemilikan rumah dimulai dari melakukan pengecekan terhadap identitas 
Penggugat kepada Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara yang diajukan.Setelah dalam sidang pemeriksaan 
sudah lengkap, lalu Majelis Hakim telah memberikan kesimpulan bahwa Para 
Tergugat dinyatakan telah wanprestasi karena tidak menyerahkan Sertifikat 
Perumahan Nilasari kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dan Hakim 
memutuskan dalam perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian 
dan menolak/tidak menerima selain dan selebihnya. 
Kedua, Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian pada Perkara 
Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara. Penggugat telah mengajukan 
gugatan secara tertulis dengan mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada intinya: 
bahwa Penggugat membeli sebuah rumah yang masih dalam keadaan kredit 
(cicilan) kepada Mukmin Nasution selaku Kuasa Penjual, rumah atas nama Almh. 
Chalijah Nasution, SH. dengan Pemindahan Hak Atas Rumah cicilan melalui 
KPR BTN program milik Tergugat I, karena rumah tersebut masih dalam keadaan 
kredit maka Penggugat wajib mengangsurnya sampai dengan lunas. Setelah 
rumah tersebut lunas, ternyata Tergugat I mempunyai kewajiban yang belum 
diserahkan kepada Penggugat yakni menyerahkan sertifikat tanah ataupun rumah 
kepada Penggugat. 
Berdasarkan dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat dan Para 
Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat I harus menyerahkan  atau 
mengembalikan sertifikat tanah / rumah tersebut dengan dibantu oleh Tergugat II 
sebagai instansi yang berhak untuk mengeluarkan atau mengalihkan hak atas 
rumah tersebut kepada Penggugat. 
Ketiga, Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan atas Perkara 
Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara. Berdasarkan kesimpulan 
pembuktian oleh Majelis Hakim, maka diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai 
berikut: Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Maka 
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selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya 
yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan ini Majelis Hakim 
menjatuhkan putusan sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk 
sebagian. (2) Menghukum Tergugat I atau siapapun yang telah menguasai 
Sertifikat Perumahan Nilasari Jl. Cucakrowo No. 76, Kelurahan Gonilan, 
Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo tercatat atas nama Chalijah 
Nasution, SH. untuk menyerahkan atau mengembalikan sertifikat tersebut kepada 
Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik, tanpa syarat apapun.  
3) Menghukum Tergugat II untuk membantu proses peralihan hak atas Sertifikat 
Perumahan Nilasari Jl. Cucakrowo No. 76, Kelurahan Gonilan, Kecamatan 
Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo tercatat atas nama Chalijah Nasution, SH. dari 
pemilik lama (Chalijah Nasution, SH.) kepada Penggugat sebagai Pembeli. 4) 
Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah). 5) Menolak gugatan 
Penggugat selain dan selebihnya. 
4.2 Saran 
Pertama, bagi Penggugat, sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan 
hubungan hukum terhadap pihak lain dan dalam membeli rumah kredit harus jelas 
dan teliti, apalagi rumah tersebut masih atas nama pemilik lama, seharusnya 
jangan menunda-nunda untuk segera mengurus pemindahan hak milik (balik 
nama) menjadi atas nama sendiri, sehingga ke depannya setelah rumah tersebut 
lunas tidak terjadi adanya sengketa. 
Kedua, bagi Tergugat, diharapkan dalam melakukan kewajiban dalam 
kredit pemilikan rumah sebaiknya harus berdasarkan asas itikad baik, agar 
menghindari terjadinya perselisihan dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). 
Apabila sudah terjadi wanprestasi, maka yang telah melakukan wanprestasi 
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